Menimbang

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TERTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI RARITO I'TARA
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
bcianja Dacran Tlahun Anggaran JZulY tiah aitctapkan
herdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun
2010 tentang Peniaharan Perithahan A noonaran Pendapatan doan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 201¢;

hahusy denaan herlakunva Peraturan Mentesi Paodidikan oane
Kebudayaan Republik Indonesia Nomoxr 31 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah
Alirmast dan Banwuan Uperasionai Sekviah ninerja, hepuiusan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/128/2019
Tentang Bantuan Keuangan Kepadn Pemerintah Kahupaten
Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten
Kapuas, Kota Palangka Rava, Keabupaten Katingan dan
habupaten Barito deilatan Dalam KangKa Pelaksanaan icntara
Nasional Indonesia Manungga! Membangun Desa Tahun 2019
dan Qurar Menteri Dalam Negeri Namor 900711445 /Q7 renrtang
Penyelesaian Permasalahan Keterlambatan Klaim BPJS Pada
Rumah Sakit Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud paaa hurut a pcriu dilakuka n penycsuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurur a aan hurut b periu menctapkan [Pcraturan Bupau
tentang Perubahan Atas Peraturan Supati Barito Utara Nomor
24 Tahum 2010 tentang Peniagharan Perithahan Arsprerriean

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuri Anggaran 2019;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Yalimantan (Lemharan
Negata Republin lndounesia Tanun 14198 Moot ¥) seouga)
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1050 Nnmnr 72 Tamhahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor- 8 Tahun 19635 tentang
Pemoenwukan Daeran Tingkat 1 Tanan Laul, Daeran Tingkat u
Tapin dan Daerah Tingkac I Tabalung dengan mengubah
I'ndang-T'ndang Nomor 27 Tahur 19350 rentang Penetanan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Kepuplk indonesia lanhun 1Yo Nomor o5l, lampanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756j;

Undang-undang  Nomor £ lanun 19vy lentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Rorupsi,
Kalusi dan Nepotisme (Lemharan Necara Repuhlik Indonesis
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lewnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Unoang-Lnuang Homor s laiuil SUUS eHang ReUdngall
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negrara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Leirmbaran Negara Republik
ilnaonesia Nomor 4359);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan aan langgung vawap hcuangan Negara (Lemodaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negora Republik Indanecis Namor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunon Nasimral  (Lembaran  Neonr
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

Undang Undang Nomor 33 Tahun Zuwi  enlang Pertmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namar 124
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2200 renmiang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Neigara Republik Indonesia
Tahun 2009 Namar 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor ou4Y);

Y. Unaang-vunaang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
INUIIIOUI D387 stbaguinana wlalr veverapu kali diubad, lerakig
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peruhahan Redia Atas Undasng-llndanag Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tam bahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3074j;

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

heaudukan Protokoier dan heuangain Fimpuian dan Anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lermbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar Q0, Tambahan Lembarzm Negarz
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturzin Pemerintah Nomor 21
lanun 200/ tentang Perubahan heuiga Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Pratokoler dan  Keuangan Pimpinar  dan  Anggata  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambatharn Lembaran Negara
Rcpublik Indoncsia Nomor =7 12,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
P’ecrimbangan (Lemoaran Ncegara Republik inaoncsia Tahun 2005
Nomwor 137 Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia

Nanmpr 4375)-

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Tnfarmasi Kenjanagnn  Naerabk  (Tembaran  Negara  Reputhlil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) se:bagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pernermiah Nomor 36 Tahun 20035
lcitlally Sisiem inivimast kcuangal: [Jacrai (Lemibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 5155}

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelnlaan  Kenangan Daerah  (Lembaran Negnra Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43578);

Peraturan Pemerintan Nomor oo lanun Z2UUo tcniang Pecaoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan WMinimal
(l.emharan Negara Repuhlik Indonesic: Tahun 2003 Noamoer 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

. Paratuiran Pemerintah Nomor & Taohun 2006 1entane Pelanne =

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 235, Tambahan
Lemnbaran Negura Republik Indonesia Nomor o lij;

1A, Peratiiran
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

lnduniesia Nowwor 9109j,

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Lacrun (Lemvuran Negara Kepuoils HIUOHESIE  Taliull £U i
Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namaor 5210):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibab
Darrah /Lemboran Negarn Republile Indnnesia Tahon 2N1T
Nomor 35, Tambahan Lembaran Neg:ira Republik Indonesia
Nomor 5272);

reraluran Pemerinlan NOmor 18 lanun ZUl/  weniang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyar Daernh  {Iembaran Negnra Repnhbile
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Perawuran Mencer Datamn Negeri Nomor 15 [anun 2UU0 etiang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
hrherapa kali diubah terakhir dengan Pleraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan heuangan Daeran (Beriia Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},

. Peraturan Mener Dalam INCgeTT NOIMOr 38 lahiuin LUid wnlang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Naerah Tahun  Angoaran 2010 Rerita Neoarn  Rempihlile

Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

. Peratiiran Daernph Kabhimmaten RBarita I'tara Namar 2 Tahun 201N

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3
lampanan Lemoparan Dacran haoupaicri Barito btara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

"PERATURAN BIU'PATI TENTANG PERITBAHAN ATAS PERATIIRAN

BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERKAH TAHUN ANGUAKAN 2V LY.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2019
lentang Penjabaran Perupanan Anggdaran Penddapalan van  peldanja Dacran
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor
25}, dinhah sehagai herikt:

1. Penjabaran ...
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Barito Utara
semula berjumlah Rp 1.317.536.576.702,00 bertambah sejumlah
Rp 122.760.366.280.73 sehingga menjadi Rp 1.440.296.942.982,73.

ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berilcut

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 1erdir atas

1. Pendapatan :

4. Pendapatan Ashi Daerah Kp. 5$5.0:32. 169 b48,0U
. Dana Perimbangan Rp. 98.:.534Y7.732.000.00
¢. Lain-lain pendapatan 1ang sah Rp. 199.1 16.389.000.00
Jumlah Pendapatan.. ... Rp. 1.268.396.290.648.00
2. Belanja
a. Belanja Tidak langsung:
1} Belanja pegawai Rp. 528 8+42.290 443.00
2} Belanja bunga Rp. 000
3i Belanja subsid Rp. 0 an
4} Belanja hibah Rp. 31 878.413.000.00
5) Belanja bantuan sosial Rp. 6 018 000.000.00
0) Belanja bagi hasil Rp. 2.200.000 000,00
7] Belanja bantuan keuangan Rp. 168 .09 298 7T
8) Belanja tidak terduga Rp. 1.000.000.000.00
Rp. 738.028.702.143,00
. Belanja Langsung .
11 Belanja Pegawai Rp. 93 6:30.319.097.00
2] Belanja Barang dan .Jasa Rp 255,243 577 839 43
3) Belanja Modal Rp. 349.646.78Y.990,7 5
Rp. 701.520.686.927.16
4 rnlah Belania. . coscovsissmmsms Rp. 1 439.399.389.070.16
Surilusy [ Defsit] . waasvesvases . (Rp. 171.003.098.422.10)
3. Pembiavaan :
a. Penermaan Rp. 201 .342.879.922.54
bh. Pengeluaran Rp. 0.00
Jumlah Pembiayaan Netto ........ Rp. 201.342.879.922 .54

Sisa lebih pembiavaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 30.339.781.500,3¢&

Ketentuan pada Lampiran [, Lampiran |, Lampiran lil dan Lampiran [V diubat.
sehingea menjadi sebagaimana rercantum dalam tampiran | Lampiran
Lampiran 111 dan Lampitan |V vang merupakan bagian tidak terpisahkan dart
Peraturan Bupati ini.

1Msad 11,
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Pasal II

Peraturan Bupau i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Mruars Teweh
pada tanggal 26 November 2019

BUPATI BARITO UTARA,

Diundangkan di Muara Teweh
pada tunggal 26 November 2019

~ | SEKRETARIS DAERAH,

~

JAINAL ABIDIN

LT, 6'\ERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 72019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUG ALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012



